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ABSTRAK 

 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi 

yangsudah tidak terbendung dewasa ini dibarengi pula dengan perkembangan 

tindak pidana, terkhusus tindak pidana psikotropika yang sudah lama menjadi 

perhatian dunia internasional. Maka, diperlukan kerjasama yang kuat antar 

lembaga pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, 

masyarakat memegang peranan yang sebenarnya krusial. Meskipun, peran serta 

masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika telah 

diaturdi dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 

tetap saja belum mampu menghasilkan hasil yang optimal bahkan tindak pidana 

psikotropika justru cenderung mengalami peningkatan. Padahal, dengan 

sedemikian jumlah penduduk Indonesia seharusnya dapat menjadi suatu 

komponen yang kuat, apabila mampu diakomodir untuk ikut serta menanggulangi 

tindak pidana psikotropika. 

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan 

hukum pidana mengenai peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana psikotropika dalam hukum positif saat ini, kemudian peran serta 

masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika di Kota 

Semarang, serta kebijakan hukum pidana mengenai peran serta masyarakat dalam 

upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika di masa yang akan datang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian 

dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data 

dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan hukum pidana 

mengenai peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

psikotropika, memiliki banyak kelemahan. Yakni, kurangnya pengaturan lebih 

konkrit mengenai peran serta masyarakat di dalam Undang – Undang Nomor 5 

Tahun 1997 Tentang Psikotropika, lalu kurangnya upaya penanggulangan yang 

dilakukan secara massif, baik secara penal maupun non-penal. Oleh karena itu, 

kebijakan hukum pidana yang akan datang diharapkan mampu menjawab 

tantangan-tantangan tersebut. 
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